perundang-undangan, kepentingan umum,
dan otonom melaksanakan tugas.

Hakikat hukum Lingkungan

Di Indonesia hukum lingkungan

merupakan salah satu hukum tergolong baru _

baik sebagai ilmu maupun sebagai p
hukum. Hukum lingkungan di
ditandai dengan diundangka
Undang Nomor 4 Tah
ketentuan - ketentuan
Lingkungan Hidu
penegakan huku
Undang Nomog .

i 1997 dengan
3 Tahun 1997

Undang-Unda

terhadap as;
kebutuhan hid
bahwa hukum
lingkungan moder
yang berorientasi

lingkungan modei
perbuatan manusia
melindungi lingkungan“de
kemerosotan mutunya‘,
dimanfaatkan secara lestari ole

Penegakan hukum lingkungan diterapk
melalui tiga intrumen hukum, yaitu huk
administrasi lingkungan, hukum perdata
lingkungan, dan hukum pidana lingkungan.
Di Indonesia penegakan hukum administrasi
hanya dapat dilakukan oleh badan-badan
administrasi atau badan pemerintah.
Penegakan hukum lingkungan perdata dapat
dilakukan oleh warga masyarakat, Lembaga
Sosial Masyarakat, dan badan pemerintah.
Sedangkan hukum lingkungan pidana

melibatkan badan administrasi dan aparat
penegak hukum seperti Polisi, Penyidik
Pegawai Negeri Sipil, Jaksa, dan Hakim.

Menurut Koopmans bahwa kriminalisasi
1sakan: ngkungandapat

nisiatif dalam _
an-penegak
hukum prwal“ﬁlamnya anggota masyal
memiliki inisiatif.25)

Undang-Undang Nomor.

emuat ketentuan-
ketentuan yang mengatur perlindungan
lingkungan terhadap perbuatan masyarakat.
Santosa dkk mengemukakan bahwa undang-
undang tersebut memuat unsur-unsur dasar,
tujuan dan target pengelolaan lingkungan
hidup di Indonesia, pengaturan tentang hak-
hak dan kewajiban dan peran masyarakat,
kelembagaan, pelestarian fungsi lingkungan,
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persyaratan pengelolaan lingkungan,
penyelesaian  sengketa lingkungan,
penyidikan dan pengaturan pidana.26)

Berdasarkan pendapat di atas bahwa

hukum lingkungan modern seperti Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1997 benar
ketentuan-ketentuan yang bertuj
melakukan perlindungan terh
hidup.

Sesuai dengan p:
dapat dmmpulka b

ahli hukum tidak mampu.
segi dalam hukum. HuKku
seginya, memiliki ruang lingkup'y:
luas, jadi tidak mungkin untuk diru

dalam suatu definisi yang hanya memuat

beberapa kalimat saja. Namun disadari pula
bahwa definisi hukum sangat perlu untuk
menentukan kearah mana seorang ahli hukum
berjalan.

Karena itu menurut Gurvitch yang diedit
oleh Mannheim bahwa hukum merupakan
suatu usaha untuk mewujudkan keadilan

dalam masyarakat melalui aturan yang
memuat perintah; aturan tersebut bersumber
dari fakta normatif dalam masyarakat
tersebut.27)

3 ukakan bahwa secara

:Tahun 1997
n Hidup.

an pi pat di atas, Rahardjo
ahwa pcncgakan hukum adalah

menjelaska
suatu proses untuk mewujudkan keinginan-
keinginan hukum menjadi kenyataan.
Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-
pikiran badan pembuat undang-undang yang
dirumuskan dalam peraturan hukum itu.30)

Suharto yang dikutip Salam menyebutkan
bahwa penegakan hukum adalah suatu
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